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MATERI
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

A. Deskripsi Singkat

Kesekretariatan Pengadilan mencakup kedudukan, tugas dan fungsi Sub
Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana di Peradilan Tata Usaha Negara.
Pengaturan terkait organisasi dan tata kerja bidang kesekretariatan itu sendiri
sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 4 Tahun
2022, Tanggal 29 Juni 2022, Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.

Pengaturan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan
peradilan tersebut dimulai dengan terbitnya Perma Nomor 7 Tahun 2015 (7 Oktober
2015), diubah pertama kali dengan Perma Nomor 1 Tahun 2017 (17 Februari 2017),
perubahan kedua dengan Perma Nomor 4 Tahun 2018 (21 September 2018),
perubahan ketiga dengan Perma Nomor 2 Tahun 2020 (21 Juli 2020) dan perubahan
keempat dengan Perma Nomor 4 Tahun 2022 (29 Juni 2022).

Tujuan pengaturan organisasi dan tata kerja dimaksud untuk memberikan
dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia,
serta sarana dan prasarana pada 4 (empat) lingkungan peradilan termasuk

didalamnya peradilan tata usaha negara itu sendiri.

B. Tujuan Pelaksanaan Magang

1. Hasil Pelaksanaan Magang

Setelah mengikuti materi magang ini mahasiswa diharapkan mampu
menjelaskan indikator hasil magang pada Sub Bagian Kepegawaian,
Organisasi, dan Tata Laksana dalam mendukung tugas Kesekretariatan

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

2. Indikator Hasil Magang

Setelah pelaksanaan magang, mahasiswa mampu:

1. Mempraktekkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Kepegawaian,
Organisasi, dan Tata Laksana di Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta;

2. Mempraktekkan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi,
dan tata laksana di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;

3. Mempraktekkan pengerjaaan terkait Pemantauan, Evaluasi, Dokumentasi,
dan Pelaporan Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.



C. Materi Magang dan Sub Materi Magang

Mata Magang Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana ini
merupakan materi magang dengan durasi 4.200 menit (70 Jam Magang) dengan
alokasi belajar mandiri yang dapat dilakukan oleh mahasiswa di mana saja dan
kapan saja dengan membaca modul, buku-buku, dan informasi dari internet yang
relevan, tanya jawab interaktif secara langsung dengan pembimbing, dan praktek
kerja di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Materi Magang dan Sub Materi
Magang yang dibahas dalam modul ini adalah sebagai berikut:

1. Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Peradilan Tata Usaha Negara

1.1. Struktur Organisasi Sekretariat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
(PTTUN) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kesekretariatan di Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara (PTTUN) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

2. Tugas dan Fungsi Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

2.1. Dasar Hukum Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara

2.2. Tugas Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana di
Pengadilan Tata Usaha Negara

2.3. Fungsi Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana di
Pengadilan Tata Usaha Negara

2.4. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi
dan Tata Laksana di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

3. Pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi, dan tata laksana di

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

3.1. Komposisi dan Statistik Sumber Daya Manusia
3.2. Penyusunan Rekapitulasi Daftar Hadir dan Pulang Manual
4. Pemantauan, Evaluasi, Dokumentasi, dan Pelaporan Sub Bagian Kepegawaian,

Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

4.1. Monitoring Cuti Hakim dan Pegawai ASN
4.2. Dokumentasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kepegawaian, Organisasi,
dan Tata Laksana Pengadilan Tata Usaha Negara
4.3. Penyusunan Laporan Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata
Laksana di Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara
D. Penjabaran Materi Magang dan Materi Sub Magang

1. Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Peradilan Tata Usaha Negara

Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah aparatur tata
usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.



Adapun Kesekretariatan Peradilan Tata Usaha Negara, terdiri atas
Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Kesekretariatan

Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A.

1.1. Struktur Organisasi Sekretariat Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara (PTTUN), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta

Gambar 1.
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
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Gambar 2.
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat
Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A
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Gambar 3.
Bagan Struktur Organisasi

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
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Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah
aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi



Tata Usaha Negara. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

dipimpin oleh Sekretaris.

Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah aparatur tata
usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara dipimpin oleh

Sekretaris.

Gambar 4.
Denah Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
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1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kesekretariatan di Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN)

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mempunyai
tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi,
organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana prasarana di
lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Dalam melaksanakan
tugas-tugas tersebut, Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan perencanaan,
program dan anggaran, pelaksanaan urusan kepegawaian dan
pelaksanaan urusan keuangan, pelaksanaan penataan organisasi dan
tata laksana, pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik,
pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,
keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan dan
pelaksanaan pemantauan dan dokumentasi serta pelaporan di

lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Adapun Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A mempunyai
tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi,
organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana prasarana di
lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A. Dalam melaksanakan
tugas-tugas tersebut, Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A
menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan pelaksanaan urusan
perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan urusan kepegawaian,
pelaksanaan urusan keuangan, penyiapan bahan pelaksanaan penataan
organisasi dan tata laksana, pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi
dan statistik, pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan,
rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan
perpustakaan dan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tata

Usaha Negara Tipe A.

2. Tugas dan Fungsi Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana di

Pengadilan Tata Usaha Negara
2.1. Dasar Hukum Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara

Sebagaimana Perma Nomor 7 Tahun 2015 pada Bagian Ketiga
Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A, Paragraf 2 Susunan
Organisasi, Pasal 427, bahwa Kesekretariatan pada Pengadilan Tata Usaha
Negara, terdiri atas: a. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan
Pelaporan; b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan

c. Sub Bagian Umum dan Keuangan.

6



2.2. Tugas Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana di

Pengadilan Tata Usaha Negara

Sebagaimana Perma Nomor 7 Tahun 2015 pada Bagian Ketiga
Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A, Paragraf 2 Susunan
Organisasi, Pasal 429, bahwa Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan
Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

2.3. Fungsi Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana di

Pengadilan Tata Usaha Negara

Sebagaimana Perma Nomor 7 Tahun 2015 pada Bagian Kedua

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Paragraf 1

Kedudukan Tugas dan Fungsi, Pasal 415, bahwa Sub Bagian Kepegawaian,

Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan
pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan
mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan
Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan
ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian,;

- Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi

organisasi dan tata laksana.

2.4. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan
Tata Laksana di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana di Pengadilan Tata

Usaha Negara Yogyakarta terdiri dari 1 Kepala Sub Bagian Kepegawaian,

Organisasi dan Tata Laksana, 1 pejabat fungsional, dan 2 pelaksana yaitu:

No. Foto Nama Jabatan
. Kepala Sub Bagian

Mujikaryanto,

Kepegawaian, Organisasi, dan
1. S.Pd.

Tata Laksana Pengadilan Tata
Usaha Negara Yogyakarta
Analis Sumber Daya Manusia
Aparatur Ahli Pertama,

Indriyani
Sekretaris Pengadilan Tata

2. Wulandari,
SE Usaha Negara Yogyakarta




No. Foto Nama Jabatan
Eko Budi
Operator - Penata Layanan
Prastyo, S.E.
Operasional, Sub Bagian
3. Kepegawaian, Organisasi, dan
Tata Laksana Pengadilan Tata
Usaha Negara Yogyakarta
Operator - Penata Layanan
Felisitas ) .
Operasional, Sub Bagian
Sayekti
4, Kepegawaian, Organisasi, dan
Purnama
Tata Laksana Pengadilan Tata
Utami, S.Pd.
Usaha Negara Yogyakarta

Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana di Pengadilan Tata

Usaha Negara Yogyakarta melaksanakan tugas dan fungsi yaitu:

Membuat program kerja Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan
Tata Laksana;

Menyiapkan usulan kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Kartu
Suami/ Kartu Istri, Diklat;

Menyiapkan dan membuat Bezetting dan Senioritas Pegawai;
Membuat SPMT, SPP, SPMJ dan SPMMJ;

Membuat usulan Prajabatan, usulan pengangkatan PNS dan mutasi
pegawai;

Menyiapkan dan membuat Berita Acara Sumpah Pelantikan;
Membuat Daftar Urut Kepangkatan, Labul dan Surat Tugas;
Memproses surat cuti, Surat Keputusan Intern dan Izin Kuliah;
Membuat rekapitulasi absen dan uang makan setiap bulan;
Memberi penilaian Sasaran Kinerja Pegawai dan Prestasi Kerja staf
Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
Mendisposisi surat masuk;

Melaksanakan Baperjakat;

Mengusulkan pegawai yang akan memasuki masa pension;

Meneliti, memeriksa, menandatangani, rekapitulasi daftar hadir
pegawai;

Membuat dan merekap Penilaian Kinerja Pegawai Seluruh Pegawai
pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan, didelegasikan, dan
atau dimandatkan kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian,

Organisasi dan Tata Laksana.
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Gambar 5.
Ruang Kantor Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta




3. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Penataan Organisasi dan Tata Laksana di

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Macam Kegiatan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian:

3.1 Komposisi dan Statistik Sumber Daya Manusia

Berikut tersaji data Jumlah dan Komposisi Sumber Daya Manusia
Mahkamah Agung Tahun 2023 berdasarkan Laporan Tahunan
Mahkamah Agung Tahun 2023, sebagai berikut:
Gambar 6.
Tabel Jumlah Komposisi SDM Mahkamah Agung RI Tahun 2023

Tabel Jumlah dan Komposisi Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun
2023

" petenrin
T e e e |
47

Hakim Agung

Hakim Tinggi 13 13 26
Yustisial

Hakim Yustisial 237 41 4 1 1 284
Hakim 87 722 3333 405 2346 32 115 55 275 7370
Hakim Ad Hoc 9 110 314 435
Panitera G446 3757 400 2709 17 20 87 295 B203
Jurusita 1458 1088 7 43 2816
Struktural 339 232 131 234 1442 28 72 55 112 3925
Fungskonal 502 21 475 243 587 10 14 22 71 2145
Pelaksana 459 549 2823 373 2093 P | %59 &1 146 6874
Total 1693 2554 13753 1859 10284 160 550 288 982 32125

Sedangkan untuk Kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun
2023 dan Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2023 berturut-
turut adalah sebagai berikut:

Gambar 7.
Tabel Kebutuhan CPNS untuk Mahkamah Agung RI Tahun 2023
Tabel Kebutuhan CPMS Mahkamah Agung Rl Tahun 2023

I ™ N ™

1. | Klerek-fnalis Perkara Peradilan 1644
2. | Ahli Pertama-Pranata Peradilan 25
Total 1649

Gambar 8.

Tabel Pelamar Seleksi Penerimaan CPNS untuk Mahkamah Agung RI Tahun 2023
Tabel Pelamar CPNS Mahkamah Agung Rl Tahun 2023

Lolos Seleksi I.nI.tETilq:

Klerek-Analis Perkara Peradilan 45561 65561 3z
2 Ahli Pertama-Pranata Peradilan 25 17841 17841 15889
Total 14669 83402 B3402 191464
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Kemudian untuk jabatan fungsional, tersaji data Jumlah Pengangkatan

Pejabat Fungsional pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Gambar 9.
Tabel Pengangkatan Pejabat Fungsional Mahkamah Agung RI Tahun 2023

Tabel Pengangkatan Pejabat Fungsional di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Tahun 2023
o] e | e |
1 | PranataKeuangan APEN 60
2 | Analis Pengebolaan Keuangan APBN 125
3 | Analis Kepegawaian 10
4 | Pranata Komputer 8
5. | Pustakawan 1
& | Perencana &4
7. | Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur 3
& | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 28
2. | Auditor &
10. | Pengembang Teknologi Pembelajaran 1
11 | Dokter 3
12, | Sandiman 1
13. | Perancang Peraturan Perundang- i
undangan
14. | Arsiparis 150
Total 443

Sebagai contoh statistik Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tata
Usaha Negara Yogyakarta berdasarkan tingkat jabatan pegawai, jenis
kelamin, jabatan, golongan pegawai, tingkat Pendidikan, usia dan jabatan

belum terisi secara berturut-turut adalah sebagai berikut:

Gambar 10.
Statistik Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Yogyakarta Tahun 2023

Tingkat Jabatan Pegawai Statistik Jenis Kelamin
Pegawai
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3.2Penyusunan Rekapitulasi Daftar Hadir dan Pulang Manual

Sebagai dasar hukum pelaksanaan presensi manual pada Lembaga
Mahkamah Agung adalah dengan terbitnya Keputusan Ketua Mahkamah
Agung RI Nomor: 071/KMA/SK/V /2008 Tentang Ketentuan Penegakan
Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja
Hakim Dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
Yang Berada Di Bawahnya, yang kemudian untuk petunjuk pelaksanaannya
diterbitkan Keputusan Mahkamah Agung RI
035/SK/IX/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan

Sekretaris Nomor:

Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus
Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Selain melalui lembar daftar hadir dan pulang manual, pelaksanaan
presensi menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP).

Dasar hukum pelaksanaan presensi melalui aplikasi SIKEP, diawali dengan
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terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:
S50/KMA/SK/III/2019 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi
Kepegawaian (SIKEP) Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di
Bawahnya. Kemudian di tahun 2020 di tengah pandemic virus Covid-19
terbitlah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan
Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan untuk pedoman pelaksanaannya
dengan terbitnya Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 5
Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Work From Home dan
Penjatuhan Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya Pada Masa

Kedaruratan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Selanjutnya sebagai contoh presensi manual yang dilakukan oleh

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Gambar 11.
Presensi Manual Hakim PTUN Yogyakarta

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
PENGADILAN TA’I‘A USAHA NEGARA YOGYAKARTA

alan Ra 5 Kec. Bar 5 ]\.n' Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198
kx a.20. dm_k @ptun.org

DAFTAR PRESENSI HAKIM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

HARI/TANGGAL : RABU, 05 JUNI 2024
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Presensi Manual Pegawai PTUN Yogyakarta

Gambar 12.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Jalan Raya Janti Nomor 66 Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Dacrah Tstimews Yogyakarta 55198

www. ptun vogvakera. gn. .

HARVTANGGAL. : SELASA, 04 JUNT 2024
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PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
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4. Pemantauan, Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan Sub Bagian Kepegawaian,

Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

4.1

Monitoring Cuti Hakim dan Pegawai ASN

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), terdapat aturan tentang cuti bagi
Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut PP ini, cuti diberikan oleh PPK (Pejabat
Pembina Kepegawaian), yang dapat didelegasikan sebagian wewenangnya
kepada pejabat di lingkungannya untuk memberikan cuti, kecuali
ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini atau peraturan perundang-
undangan lainnya. Dalam PP ini disebutkan, cuti terdiri atas: a. Cuti
tahunan; b. Cuti besar; c. Cuti sakit; d. Cuti melahirkan; e. Cuti karena

alasan penting; f. Cuti bersama; dan g. Cuti di luar tanggungan negara.

Kemudian untuk tata cara pemberian cuti tersebut diatur dalam
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun
2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. Dalam
peraturan tersebut, cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan
dalam jangka waktu tertentu. Mahkamah Agung RI sendiri menerbitkan
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang
Pelaksanaan Cuti Bagi Hakim dan Aparatur Di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

Untuk memudahkan dan memonitor ketersediaan jumlah hari cuti
yang sudah diambil dan sisa cuti dari aparatur, maka Pengadilan Tata
Usaha Negara Yogyakarta melakukan kendali cuti berupa penulisan sisa
cuti individu di buku cuti (manual) dan melalui aplikasi khusus tersendiri
yaitu SILANI. SILANI digunakan untuk pengajuan cuti, persetujuan cuti dari
atasan, dan pembuatan surat cuti. Sebagai ilustrasi buku cuti dimaksud
dan tampilan SILANI pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah

sebagai berikut:
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Gambar 13.
Buku Cuti Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
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Gambar 14.
Tampilan Surat Cuti pada SILANI

4.2  Dokumentasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kepegawaian, Organisasi, dan

Tata Laksana Pengadilan Tata Usaha Negara

Sebagaimana Perma Nomor 7 Tahun 2015 pada Bagian Kedua
Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Paragraf 1
Kedudukan Tugas dan Fungsi, Pasal 415, bahwa Sub Bagian Kepegawaian,

Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan

pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan
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mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan
Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan
ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian

(huruf b);

- Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi
organisasi dan tata laksana (huruf c).

Pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata
Laksana dibakukan dalam Standar Operating Procedure (SOP). Uraian
tugas pada Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana tersebut
meliputi:

1) Memimpin pelaksanaan tugas urusan kepegawaian.

2) Menyusun program kerja di bidang kelembagaan,
ketatalaksanaan/kepegawaian dan analisa jabatan.

3) Mengumpulkan bahan Pengolahan data, penataan kelembagaan dan
analisa jabatan

4) Mengorganisir dan mengawasi tugas - tugas kepegawaian kepada staf
yang berada dibawahnya.

S5) Memberikan pertimbangan - pertimbangan kepada atasan diminta atau
tidak diminta mengenai hal - hal yang berhubungan dengan kelancaran
tugas - tugas dibidang kepegawaian.

6) Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas - tugas dibidang
kepegawaian kepada pimpinan/atasan.

7) Melaksanakan dan Menyiapkan data yang berhubungan dengan
kepangkatan, kenaikan pangkat, peninjauan masa kerja dan usulan
pensiun.

8) Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Pemberhentian,
Pemeriksaan dan Hukuman Disiplin pegawai.

9) Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan mutasi pegawai dan
Jabatan.

10) Menghimpun dan menyiapkan petunjuk pelaksanaan tugas di bidang
kepegawaian.

11) Membuat Surat izin Cuti Pegawai dan Mengelola Surat Dinas Masuk dan
Keluar.

12) Membuat surat Tugas, Surat Penunjukan/Pendelegasian dan mengelola
Surat masuk dan keluar.

13) Membuat laporan Bulanan Data Pegawai.

14) Melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan

perundang - undangan atau perintah atasan;
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Sub Bagian Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana juga

mendokumentasi Notula Rapat dan Surat Keputusan. Contohnya sebagai

berikut:
Gambar 15.
Notula Rapat
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan - Bantul - Yogyakarta 55198
Telepon : 0274 - 520502 Faximile : 0274 -581675
www.ptun-yogyakarta.go.id, ptunjogja@mahkamahagung.go.id
NOTULA
Dasar . Undangan Rapat Nomor 673/KPTUN/UND.OT1.2/V/2024
Hari : Jumat
Tanggal : 3 Mei 2024
Pukul : 14.00 WIB
. Tempat : Ruang Media Center
Acara . Rapat Review SOP Juru Sita
Peserta Rapat : 1. Anita Linda Sugiarto, S.T.P, S.H.,M.H.
2. Ari Nurseta
3. Mujiyanta
4. Yulianta
5. Rfiani Rina M, S.Psi sebagai Notula
Jalannya Rapat
Rapat Review SOP Juru Sita Pengganti tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha
Negara dibuka oleh Ketua Tim Review SOP PTUN Yogyakarta Bapak Dedi
‘ Wisudawan Gamadi, S.H.,M.Kn sebagai pemimpin dalam rapat kali ini.

Adapun inti dari Rapat Review SOP Juru Sita Pengganti tahun 2024
Pengadilan Tata Usaha Negara ini adalah :

4 BulLinda
» Setelah melihat SOP dari Juru Sita saat ini hanya ada 1 SOP saja yaitu SOP
pelaksanaan tugas jurusita pengganti masih manual. Belum ada SOP
pelakanaan tugas jurusita pengganti secara elektronik. Untuk itu Bu Linda
sebagai hakim menyarankan agar ditambah SOP pelaksanaan tugas secara
elektronik.
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v" Perma nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Persidangan
di Pengadilan secara elektronik
v' Perma 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah
Agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan secara elektronik
v' Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl nomoe 363/KMA/SK/XI1/2022
tentang Petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara perdata,
perdata agama dan tata usaha negara di Pengadilan secara elektronik
Menurut Bu Linda untuk panggilan sebaiknya JSP melakukan panggilan lewat
email. Karena dengan melakukan panggilan dengan email
4+ Bapak Ari
Terkait panggilan sebelum ada SIPP yang tanda tangan PP yang manggil JSP
untuk itu kalau ada kesalahan yang dialahkan JSP. Namun dengan adanya
SIPP jadi lebih jelas dan tidak saling menyalahkan apabila terjadi kesalahan.
Karena di SIPP yang melakukan penggilan JSP.
Bapak Ari menenyakan kepada lbu Linda apabila ada perkara akan tetapi
panggilannya sore bagaimana menyikapinya?
Tanggapan Bu Linda. Panggilan tetap 1 hari di hari yang sama namun untuk
pengiriman dpat dilakukan dihari berikutnya. Karena sesuai SOP one day
service untuk panggilan.
Ibu Linda dan Bapak Dedi juga menyediakan waktu untuk sharing apabila
dalam pembuatan SOP ini masih ada kedala.

Demikian Hasil Rapat Review SOP JSP tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha

Negara Yogyakarta yang dapat kami sampaikan . Rapat ditutup pada pukul
15.00 WIB oleh Ketua Tim Review SOP Pengadilan Tata Usaha Negara

Yogyakarta.
Yogyakarta, 6 Mei 2024
Notulis Ketua Tim Review SOP Pengadilan
Tata Usaha Negara Yogyakarta
Rifigni Rina Martianna Dedi Wisudawan Gamadi
NIP. 197803082006042002 NIP. 197812152007041001

2
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Gambar 16.

Surat Keputusan

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

NOMOR 8? /KPTUN.W3-TUN3/SK.OT1.2/1/2024

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS IKAHI

PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA,

Menimbang

Mengingat

a. Bahwa untuk lebih mengintesifkan pengawasan dan

evaluasi terhadap pelaksanaan tugas lembaga
peradilan sesuai rencana dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka perlu
ditunjuk pengurus IKAHI pada Pengadilan Tata Usaha
Negara Yogyakarta;

. Bahwa untuk mendukung hal tersebut di atas perlu

disusun kepengurusannya guna kelancaran
pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan IKAHI;

. Bahwa dengan adanya mutasi Wakil Ketua dan

penambahan Hakim Pada Pengadilan Tata Usaha
Negara Yogyakarta, berdasarkan surat keputusan
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
90/KMA/SK/V /2023 tanggal 16 Mei 2023 tentang
pemberhentian, pemindahan, dan pengangakatan
dalam Jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim di
Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, maka
dengan ini perlu merevisi dan membuat penetapan
yang baru;

. Bahwa pejabat-pejabat yang ditunjuk sebagai

pengurus I[IKAHI tersebut dalam lampiran surat
keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk
melaksanakan tugas sebagai Pengurus IKAHI pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;

Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah
dengan Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan
ditambahkan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor : 3 Tahun 2009;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Peubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 ...
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Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

2-

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor KMA/080/SK/VI[/2006 Tanggal 24
Agustus 2006 tentang Pedoman  Pelaksanaan
Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

5 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKAHI;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
YOGYAKARTA TENTANG SUSUNAN PENGURUS IKAHI
PERADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TAHUN
2024

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Yogyakarta Nomor W3-TUN3/1028/0T.00/8/2023
tanggal 04 Agustus 2023 tentang Susunan Pengurus IKAHI
Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;

Menunjuk yang namanya tersebut di dalam daftar lampiran
surat keputusan ini sebagai pengurus IKAHI pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya ;

Mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat
Keputusan ini untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan
penuh rasa tanggung jawab;

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang
bersangkutan  untuk  diketahui dan  dilaksanakan
sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal : 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA,
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
YOGYAKARTA

NOMOR :

TANGGAL: 02 JANUARI 2024

SUSUNAN PENGURUS IKAHI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TAHUN 2024

/KPmN.W3vTUN3/SK.OTl.2/1/2024

22
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Untuk memudahkan pelaksanaan tugas dimaksud maka dibuatkan
program kerja tahunan/kalender kerja tahunan Pengadilan Tata Usaha

Negara Yogyakarta sebagai berikut:

Gambar 17.
Program Kerja Tahunan Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan

Tata Laksana Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Tahun 2024

PROGRAM KERJA PENGADILAM TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
TAHUN 2024
SUB-BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISAS| DAN TATA LAKSANA

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) |PENANGGUNG| SUMBER
NO SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN T 2] 3] 4] 5] 6] 7] 8 9] 10 1] 12| JAWAB DANA MAK
1. |Terlaksananya Menyiapkan 1. Melaksanakan kegiatan |1.1 Membuat usulan prajabatan, usul
Layanan Dukungan  |Pelaksanaan Urusan dalam rangka peningkatan |PNS, Diklat Cakim, Diklat
Manajemen di Bidang |kepegawaian Penataan |mutu sumber daya aparatur |Hakim/Pegawai Mutasi, ljin pencantuman
Administrasi, Organisasi Dan tata bidang kepegawaian gelar L L A b L S L
Organisasi,Keuangan, |Laksana
SDM,Serta sarana Ketua DIPA 524111
g:-rb:mgarana Di 12 Membuat surat tugas Do e Do b b [k I o Ix[x
2. Menciptakan 2.1 Membuat daftar nominatif kenaikan
Kesejahteraan Pegawai pangkat dan usulan kenaikan pangkat X X

PTUN Yogyakara
2.2 Membuat usulan Kenaikan Gaji

Berkala XXX XXX XX X X XX

2.3 Membuat usulan
Karis/Karsu.Taspen Askes dan Karpeg

2.4 Membuat usulan piagam
penghargaan Pegawai PTUN Yogyakarta X

2.5. Membuat usulan pensiun pegawai

2.6. Membuat surat cuti

3.Peningkatan kualitas 3.1. Membuat usulan izin belajar ke PT
SDM melalui pendidikan Tun Surabaya
Formal dan Non Formal X[ X X XXX X XXX X
4 Terpenuhinya jabatan di [4.1.Mengungusulkan formasi jabatan
PTUN Yogyakarta struktural dan fungsional melalui
baperjakat PTUN Yogyakarta XX XX XX X X)X (X

4.2 Permohonan Pengusulan Jabatan
struktural dan fungsional melalui PT TUN
Surabaya DS S O S S SO S S S S S S
5. Terlaksananya laporan  |5.1. Membuat laporan bulanan tepat
kepegawaian secara tepat |waktu

waktu DS O G S O S G G S L L S
5.2 Memasukkan data absensi pegawai
dari Sikep ke Komdanas RS S S O S S S O S O L
5.3. Membuat Daftar Urut Kepangkatan
pegawai X
5.4 Membuat Bezetting pegawai ie

55 Membuat Daftar Senioritas pegawai |X
5.6. Membuat rekapitulasi absen bulanan
pegawai DS O G S O S G G S L L S
5.7. Membuar rekapitulasi uang makan |y I [x |x |x [x |x % [ [k [x [x

6. Terlaksananya penilaian

Kinerja Pegawai 6.1. Membuat PKP setiap bulan dengan
tepat waktu XXX XX XXX XXX
6.2. Membuat SKP per Triwulan dan
Tahunan X X X X
7. Terlaksananya pelantikan |7.1. Membuat Berita Acara
jabatan X [xfxfx [ fxoxoxfxofx|x
7.2. Membuat SPMT, SPMJ dan SPP
dan SPMMJ X[ PP fxo ko [xofxx

7.3. Membuat Pakta Integritas Jabatan

8. Terlaksananya tata 8.1. Membuat Surat Keputusan (SK)
naskah kepegawaian Ketua
KOO XO X KX XX X XXX
9. Terlaksananya Tata 9.1. Membuat surat balasan
Persuratan kepegawaian

9.2. Pengarsipan surat masuk dan surat
keluar x |x Ik |x fx ok x JxJx |x

9.3. Pengarsipan berkas pegawai

10. Terlaksananya 10.1. Membuat rekapitulasi kehadiran
Kedisiplinan Aparatur pegawai
Peradilan

10 2 Membuat Daftar Hadir dan Pulang
Pegawal x Ixo o IxoIx b IxoIxoIxoIxoIxoIx

10.3. Membuat form ljin Keluar Kantor
dan ljin Tidak Masuk Kantor ol e b b e e b b [k k(%

10.4. Mescan surat ijin, surat sakit, cuti,
surat ijin keluar kantor, surat ijin tidak

masuk kerja, Dinas luar b [ [ [k [ [ |x x [x Ix [x

11. Terwujudnya sistem 11.1. Memperbarui data pegawai ke
informasi kepegawain dalam aplikasi SIKEP, KOMDANAS dan
yang terbaru SIASN Do e b e eI e e i x

12 Terlaksananya 12.1. Membuat dan menandatangani
komitmen pegawai PTUN |Pakta Integritas

Vomakarts X
12.2. Membuat Perjanjian Kinerja awal
tahun seluruh pegawai «
413. Terlaksananya tugas |13.1. Melengkapi dan membuat data
Iain di bidang dukung untuk pembangunan Z|
kepegawaian, organisasi |Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju
dan tata laksana ‘Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
melalui pemenuhan eviden e e e [ bl e I e lx |k

Yogyakarta, 2 Januari 2024
i

MERaIa JUU UagIan nepTyaraa,
Organisasi dan Tata Laksana PTUN
Yogyakarta

Mujikaryanto, §.Pd.
NIP.197107301993031002
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4.3 Penyusunan Laporan Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata

Laksana di Pengadilan Tata Usaha Negara

Laporan pada Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
yang rutin dilakukan setiap bulannya di Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta meliputi:

1) Laporan Bulanan Keadaan Pegawai;

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Jalan Raya Janti Nomor 66 Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerab Iatimewa Yogyakarta 55198
s . iogiakaria@ptun.org

Yogyakarta, 2 Mei 2024

Kepada Yth.:

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha N
! legara Surabaya
Jalan Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya ™

Di_ Surabaya
SURAT PENGANTAR
Nomor : GQ /K.PI'UN.W3~TUN3/KP8.2/V/2024
NO.|  Naskah Dinas yang dikirimkan Banyaknya KETERANGAN
1. | Laporan Kehadiran Aparatur Laporsa
Leparan par 1 (satu) bendel
, . Bulan April 2024
Laporan Kegiatan
pi daftar 1 (satu)lembar
3 | Laporan Daftar Jumlah Pegawai 1
Menurut Gulongnn,Pcndid.isl:n dan B e
Jenis Kelamin
4 | Laporan Tambah Kurang Pegawai 1 (satu ) lembar
5 | Laporan Daftar Hadir Pegawai 1 (satu ) lembar
%L\ —
Diterima tanggal,
Penerima Pengirim,
.................................... Ketua, ’ ;
BUDI S| S.H.
NIP. 197608102000121001

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER

DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Jalan Raya Janti Nomor 66 Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198

Www.ptun-: rta.go.id, j rg
DAFTAR KEADAAN PEGAWAI
INSTANSI  : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
SULAN : APRIL 2024
GOLONGAN 1 GOLONGAN 11 GOLONGAN 111 GOLONGAN 1V
No NAMA JABATAN alblcld|alblcld|alblcld|alb]lec]d]| KETERANGAN
1 2 3|14]|5 6 7 8|9(10(|11]12(13|14|15| 16| 17| 18 19
1. | Ketua - - - - - |- = = = i 3 E 3| = 1 z 1
2. | Wakil Ketua - - - - =] - = Z 5 = E = [ 1] -1 - i
3. | Hakim - - - - =. | = = = % = 1 4 1 = = = 6
4. | Panitera - - - - - - - - - = - - 5 - - = =
5. | Sekretaris - - - - - - |- - - - - = 1 o . - 1
6. | Panitera Muda Perkara - - - - - - - - - N = = 1 = - - 1
7. | Panitera Muda Hukum - - - - - & - " 5 - - - 1 B B B 1
8. | Panitera Pengganti - - - - - - |- - - - - 7 B - - = 7
9. | Kepala Sub. Bagian - - - - - - |- - - - & 3 - - B B 3
10. | Juru Sita Pengganti -1 - - - - - |- < -2 -1T27]- B e E 4
11. | Arsiparis - - - - - = - < 2 3 & 1 _ R 5 z 1
12. | Pustakawan - - - - = 2 S Z 5 z = 1 P B e B 1
13. | Analis Kepegawaian - 1-]- - - -1 - - - 1 - - - B - = i
14. | Analis Pengelola APBN - - - - - - - - - = 1 1 w = = 2 2
15. | Pranata Keuangan APBN - - - - - - - = - 1 = 1 = = = = 1
16. | Pelaksana - - 1 - - - 3 - 1 2 = 1 - - - - 8
17. | CAKIM e Il el = s l-l=lediB e el=] e e - 12
JUMLAH~ = - - 1 - - - 3 - 13| 6 11211 4 1 1 - 51

Yogyakarta, 2 Mei 2024
Sekretaris

SURYANA.,SH.
NIP./196702131988031002
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER

DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Jalan Raya Janti Nomor 66 Kec, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198

20.4d. org

DAFTAR KEGIATAN KEPEGAWAIAN

INSTANSI : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

BULAN : APRIL 2024

NO.

GOLONGAN JUMLAH PEGAWAI

JENIS KEGIATAN JUMLAH KESELURUHAN KETERANGAN

1 ur v
L PlLIPlLIP]|L]P L P

Susunan Kepegawaian 1 - 2 1 ]19]22|]313 25 26 51
Pengadaan = = = - - - = - = -

Pengangkatan Capeg/Cakim - - - - - - - - B S =

Perkiraan Kenaikan Pangkat - - - - - - - = B %

Realisasi Kenaikan Pangkat - - - - - - n E < s

Pensiun / Diberhentikan - - - - - - - - - Z -

Kenaikan Gaji Berkala - - - - - - - B 5

Absensi / Tidak Hadir - - - - - & - = = = _

Cuti - - 1 1 4 & 1 0 - - 14

= Y I R R S

Yogyakarta, 2 Mei 2024
Sekretaris

et

BUDA SURYANA.,SH.
NIP./196702131988031002

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER

DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Jalan Raya Janti Nomor 66 Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198
Www, £0.id. org

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI MENURUT :

GOLONGAN, PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
INSTANSI : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

BULAN  : APRIL 2024

PENDIDIKAN
NO.| NAMA KANTOR poIoNGaY SARJANA [SAR-MUD | SUTA | sutp | sp | YYMLAH | ypreraNGAN
vV [m | 0] 1] L] P L[P|L[P[LIP|IL][P| L P
el -l -l -l9olB =l [=l-1l-l-l=|-[® 8
1. Pengadilan Al - [ - ul vl -1 -1l - -[-[-1-11 [ 17
Tata Usaha Negara
Yogyakarta 3 - - - 2 - 1 - - - - - 3
T I T I S S I A I I .
JUMLAH 6 |a1| 3| 1|2 2s|2]|-|3|[-|-|-]1]-] 286 | 25

Yogyakarta, 2 Mei 2024
Sekretaris
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER

DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Jalan Raya Janti Nomor 66 Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198
www, £0.id, ore

LAPORAN TAMBAH KURANG PEGAWAI
INSTANSI : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

BULAN :APRIL 2024
Gol Bezettin | Di g | Ditamb Bezetti Berkurang Karena Bertambah Karena Bezettin | Ket.
/Ruang |gBulan |ikarena |h karena |ngsdh g
lalu kenaikan | kenaikan | diperhi pegawai
pangkat | pangkat | tungka pada
n bulan
ini
Pensiun | Berhent | Meningga | Jumla | Pelimpa | Pengang | Peminda [Jumlah
i/ 1 h han(Pe |katan |han
Pindah mindah | pertama | Intern
an dr sebagai | MARI
lainDep. | pegawai
IV/ e - - - - - - - - - - - -
c s = a = = - g = A =
b 2 - - 1 - - - - - - -
a 4 = = 4 = = = = & - = =
/4 20 s : 20 3 P 5 = P S = - 20
c £ = = = = = - = = E 2
b - - - - - - - - - - 6
a 13 - - 13 - - - - - - - - 13
n/d - - - - - - - - - - - - -
c 3 - - 3 - - - - - - - - 3
b S S Z S = x > 5 % 5 S >
a = 5 3 - = 5 - 5 = 5 S =
1 /d - - - - - - - - - - - - -
c 1 - - 1 - - - - - - - -
b - - - . P - - - = = 2 % i
| a | - -1 - 1 "T—71T -1 -1 - I - f - 1
[yumLAH | 52 = 1 = T =l o 1 = 1 = 1 -] ®1_]

AN.
NIB/196702131988031002
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER

DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Jalan Raya Janti Nomor 66 Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198
www. i org

go.id

LAPORAN BULANAN DAFTAR HADIR PEGAWAI
BULAN : APRIL 2024

27

NO. Satuan Kerja Sakit Ijin Cuti Dinas Luar / | Terlambat | Mendahului Alpa / Keterangan
Tanpa
Pelatihan Keterangan
1 Pengadilan
Tata Usaha Negara 11 - 14 - - - -
Yogyakarta
Mengetahui : Yogyakarta, 2 Mei 2024
Kc§ Sekretaris
Dr.AGUS BUDI SUSILO, S.H..M.H. BUDA SURYANA.,SH.
NIP. 197608102000121001 NIP./196702131988031002
2) Laporan Kehadiran
DAFTAR KEHADIRAN
INSTANSI
PERIODE 01 M0 L 31 ME 2000
TOTAL MAN KDRIA 18
JUMLAN PEGAWAI B
NO Nava L IABATAN nln o|m|s
v | vlel|w
o . Ketus (A
vl vlv|~
v v v { v
2 -
v v v v v
v v v v v
3 - Hakim
v v v v v
v v v v v
[* |aamaoismrs et
v v v v v
v v - v v
B Tk 19810704200042006 [ Meakiem
v v v v v
o | o ol et v
6 [DELTA ARGA PRAYUDHA, SH., M# | 198705272000123002 | Makim
@ | e atfat] v
vl KRR
d SHMH akim
. - v v .
v | v ol | ol ds
3 SHMH, Hakim
vl ol ol | de
2




REKAPITULASI KEHADIRAN

[ ] | |
| | l N . §[1
TRRHHHAD AHE
el el ECE el | 8tal bl [lsllelaled 1511208 olel e U R
§§§§§5%3%giié2;éi'g;gﬁggg5§§§§§g§22§§§g§ié;
ol S I HHHHHHAHHHHHHEBHHHEHHHHHEEEEE L HEHEEE
T
g g g 8 § § 2 2 5 e ) i g s HE g
[ HEEIR H
HE
B 7 3 3 3 2 2 Y e 0 N Y Y Y 53 0 E O 1 Y Y B B B e = E T
e T T e T O e e T e T e e e e e T R
b —— —p T S— 1 Y T S PR 1 = T
e 7&?1?% A9TRLZIRO0TMI00L | Hukiey lv 1 | " ula
s G et u - w) - " "l
< :’.:A’:\:amrmm.nu SMPSIII000A2L002 My A’,’_., = 5 n E G —l_ g s E Ky u Hilu
P [PASTO wmowo, s [i30arasnaseialo ek ) I N N 1 I I 7 o
d | VRAMOHA SUCICA WIRASH N (1988052013 050011 | M »n) LA : 3 3 LLERLY
o [momm sumvana, s inrariyiseasniont [sebenierrun | 38 e u w| -
he LA ROSAMA, B4, MM .| s 1 bl | 1 " "
13 [F8 TR SH, Min . ) uN| % i 1 " »
u‘h.m-omuumn o |sarioscessasion Z‘.'.‘.:Z"“' ” ” | 1 1 o 0
s |
Bl | MUMARYANTO, S0 LITLOTIOL 9IS LY '::-::‘-:;""‘ " i " n
— e |
be Joan savasan, s :wmumum ::’5«:;::: = % ‘ -1- < |a : = : = § wl - 1] -
A e — e 8 . IEESSEI = 5 H
s ?Imivawx.w [xmumnm :E;m " ’7- " . 1T . I T wl - |n
Rekap Presensi Online
Pengadilan Tata Usaha Megara Yogyakarta
Bulan Mei 2024 TMT 01-08-2022
NIF  197608102000121001 labatan Ketua Pengadilan
Nama Dr. Agus Budi Susilo 5.H., M.H. Unit Pengadilan Tata Usaha Megara Yogyakarta
Hari Tanggal Kegiatan Jam Masuk | Jam Siang | Jam Pulang | Jam Efektif Catatan
Rab 01-05-2024
Kam | 02-05-2024 | Work From Office 07:29 17:29 10:00
Jum 03-05-2024 | Work From Office 07:22 16:37 09:14
Sab 04-05-2024
Min 05-05-2024
Sen 06-05-2024 | Work From Office 07:11 16:54 09:43
Sel 07-05-2024 | Work From Office a7:24 16:57 09:33
Rab 08-05-2024 | Work From Office 07:09 16:40 09:30
Kam | 09-05-2024
Jum 10-05-2024
Sab 11-05-2024
Min 12-05-2024
Sen 13-05-2024 | Work From Office 07:35 16:55 09:19
Sel 14-05-2024 | Work From Office o737 16:40 09:03
Rab 15-05-2024 | Work From Office o737 17:23 09:46
Kam | 16-05-2024 | Work From Office 07:16 16:49 09:33
Jum 17-05-2024 | Work From Office 07:09 16:49 09:39
Sab 18-05-2024
Min 19-05-2024
Sen 20-05-2024 | Work From Office 07:18 17:12 09:53
Sel 21-05-2024 | Work From Office 05:33 16:59 11:25
Rab 22-05-2024 | Work From Office 06:49 16:55 10:06
Kam | 23-05-2024
Jum 24-05-2024
Sab 25-05-2024
Min 26-05-2024
Sen 27-05-2024 | Work From Office 07:23 16:55 09:32
Sel 28-05-2024 | Work From Office 06:55 16:33 09:38
Rab 29-05-2024 | Work From Office 06:54 17:02 10:07
Kam | 30-05-2024 | Work From Office 05:54 17:01 11:07
Jum 31-05-2024 | Work From Office 05:56 16:47 10:51
Jumlah| 126:44
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FORMULIR PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI

SRR AN T

PEIATLIRAN RADAN X EPECANMA RN B ARA HEFURL S

nDONE A
NOMOR 30 Tl 21 )

Vet rohate T Ve 204
L

N R Peadiss IS Yopokan

¢
Yogrehme

FORMULIR PERMINTAAN DAN PEMBERIAN €111
GHEWKITUN IS TUNIRPSIN 2034

|8 et Popeened — — T i
) WO LEST Al 1 \g § IR MO0 | | 2o
| & e ) T | T
LT 7N T T TR T T
| ALY ANG -
L Con b b Liwi i
= . b o ma M e b
L. Naeee Alesss YEmE. e o SR
[T
v ey e bra g
[ LANAN v
RRTT L1 M | nag L = S8 i LTTE Y
VU ATARANCN T8 _
LTI LA [ENEITENY) -
b el Kivougen u‘ﬁu.;ﬂ -
LB MELAMREAN .
i . bt Mt # et U ELCARE NS ALASAN PN o .
Tt | M b e AUTIO0 LUK TANGOE NOAN STOUARA .
WAL in CIYRIERD
A L= Werm e,
(L] L FUTEXDANG LEsTass su
GJWI- .
I n:.‘:l!t' J
[ AR TBIRASCAS ATARAS TaS i S
S 11T 7 5 I S 111 % TR AR s e LT T N |
FEOS YO ahami
e . =
AN = THTASAA A VA~ THA AR TRRT TR oo
e
NAELICH
[T —, - W Sradiaon T ey 34 — e aea b Bl LR TR —— -
s
' b 1 '
B T LA S TR
Catatan:
* Coret yang tidak periv

** kil salad saty dengan contang ( ¢ )

*** diisi olch pejabat yang menangaai bidang Kepegawaiag sebelum PNS mengapakan Cul

a0 et dihan tamds cuntsme Asm alaesnnns
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Lampiran Il : Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Penegakan Disiplin Kerja
Hakim Pada Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan
Yang Berada di bawahnya

IZIN TIDAK MASUK KERJA
Yang bertandatangan di bawah ini : Dr. Agus Budi Susilo, S.H.,M.H
Selaku : Ketua PTUN Yogyakarta
Dengan ini memberikan ijin kepada : Rut Endang Lestari, S.H.
NIP 1 197609302001122002
Untuk tidak masuk kerja pada : Senin, 20 Mei 2024
Untuk Keperluan :  Mengambil Tjasah di Universitas

Singaperbangsa Karawang

Demikian izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Mei 2024

Kepada Yth:
Bapak Ketua PTUN Yogvakarta
D tempat

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama + Rut Endang Lestari, 5.H.
NIP 1 197609302001122002
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Dengan ini mengajukan permohonan izin untuk tidak masuk kantor selama 1
hari pada hari Senin, 20 Mei 2024, karena mengambil ljasah di Universitas
Singaperbangsa Karawang.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Endang Lestari, 5.H.
NIP. 197609302001122002
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%.0 KARUMKIT BHAYANGKARA
Catatan : DOKTER PEMERIKSA "

e )

31
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https://n-gl.com?utm_source=signature&utm_medium=pdf

